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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Pengorganisasian Tenaga Pendidik 

1. Pengorganisasian 

Pengorganisasian merupakan suatu tindakan yang sangat 

penting agar tujuan yang ditetapkan dalam perencanaan dapat 

terwujud. Menurut Handoko pengorganisasian (organizing) merupakan 

proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan 

organisasi, sumber daya-sumber daya yang dimilikinya, dan lingkungan 

yang melingkupinya.1 Sedangkan Badrudin mengemukakan bahwa:  

Pengeorganisasian merupakan penentuan pekerjaan-pekerjaan 
yang harus dilakukan, pengelompokan tugas-tugas, dan 
membagi-bagikan pekerjaan kepada setiap karyawan, 
penetapan departemen-departemen (sub sistem) serta 
penentuan hubungan-hubungan.2  

 
Mengorganisasi karyawan berarti juga mengelempokkan, 

membagikan dan menyusun tanggung jawab serta menyusun tugas-

tugas bagi setiap bagian yang mempunyai tanggung jawab tertentu. 

Pengelompokan ini akan mudah dipahami bila digambarkan dalam 

                                                           
1 Hani handoko, Manajemen (Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA, 2009), h.167. 

2 Badrudin, Dasar-Dasar Manajemen (Bandung: Alfabeta, 2013), h.111. 
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struktur atau bagan organisasi. Sejalan dengan pendapat diatas, 

Mukherjee mengungkapkan bahwa, “organizing is defined as the 

process of assigning duties and responsibilities, grouping of the tasks 

on some rational basis, establishing the line of authority, and allocating 

resources to carry out the organizational plans.3 Artinya 

pengorganisasian didefinisikan sebagai proses untuk menempatkan 

tugas dan tanggung jawab, pengelompokan tugas pada beberapa dasar 

rasional, mendirikan garis kewenangan, dan mengalokasikan sumber 

daya untuk melaksanakan rencana organisasi. 

Selanjutnya menurut Tery yang dikutip oleh Badrudin 

berpendapat bahwa:  

Organizing is the establishing of effective, behavioral 
relationship, among persons so thath they may work together 
efficiently and gain personal satisfaction in doing selected tasks 
under given environmental conditions for the purpose of 
achieving some goal or objective.4 
 
Terry menjelaskan bahwa pengorganisasian adalah pendirian 

efektif, hubungan perilaku, antara orang-orang sehingga mereka dapat 

bekerjasama secara efisien dan memperoleh kepuasan pribadi dalam 

melakukan tugas-tugas yang dipilih di bawah kondisi lingkungan yang 

diberikan untuk mencapai beberapa sasaran atau tujuan. Dalam fungsi 

                                                           
3 Kumkum Mukherjee, Principles Of Management (New Delhi: Tata McGraw, 2009), h.78. 

4 Badrudin, Op.Cit.,h.111. 
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pengorganisasian manajer mengalokasikan keseluruh sumber daya 

organisasi sesuai dengan rencana yang telah dibuat berdasarkan suatu 

kerangka kerja organisasi tertentu. 

Secara lebih sederhana Schermerhorn mengungkapkan, 

“organizing is the process of the arranging people and other resources 

to work together to accomplish a goal."5 Artinya pengorganisasian 

adalah proses mengatur orang dan sumber daya lain untuk 

bekerjasama untuk mencapai tujuan. Sedangkan menurut Daft, 

“organizing is the management function concerned with assigning taks, 

grouping taks into departements, and allocating resources to 

departements.6 Artinya, pengorganisasian adalah fungsi dari 

manajemen yang berhubungan dengan memberikan tugas, 

pengelompokkan tugas ke dalam departemen, dan mengalokasikan 

sumebr daya untuk departemen-departemen. 

Berdasarkan beberapa definisi yang telah dijelaskan di atas, 

dapat disintesiskan bahwa, pengorganisasian adalah aktivitas dalam 

mengelompokkan kegiatan, serta menyusun tugas-tugas bagi setiap 

bagian yang mempunyai tanggung jawab tertentu dalam rangka 

mencapai tujuan organisasi. 

                                                           
5 John Schermerhorn, Management (Danvers: John Wiley & Sons, 2011), h.236. 

6 Richard Daft, Management (Mason: Cengage Learning, 2007), h.8. 
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a. Prinsip-Prinsip Pengorganisasian 

Dalam pengorganisasian terdapat prinsip-prinsip yang perlu 

diperhatikan. Menurut Hasibuan yang dikutip oleh Bahrudin Prinsip-

prinsip dalam pengeorganisasian, terdiri dari:  

(a) Principle of organizational objectives; (b) Principle of unity 
of objective; (c) Principle of unity of command; (d) Principle of 
the span  of management; (e) Principle of  delegation of 
authority; (f) Principle of parity of authority; (g) Principle of 
responsibility; (h) principle of departementation/principle (i) 
Principle of personnel Placement; (j) Principle of scalar  chain; 
(k) Principle of efficiency: (l) Principle of continuity; (m) 
Principle of coordination.7 
 

Pertama, dalam satu organisasi pastilah memiliki suatu 

tujuan. Maka itu prinsip tujuan organisasi (Principle of 

organizational) diperlukan karena tujuan organisasi harus jelas 

dan rasional. Tujuan tidak bisa dibuat secara asal-asalan, tetapi 

harus ditentukan secara jelas dan terarah.  Hal tersebut 

dilakukan karena berguna untuk menentukan dan membuat 

struktur organisasi yang baik. 

Kedua, selain harus memiliki tujuan organisasi yang jelas 

dan terarah, tujuan organisasi juga hendaknya memiliki suatu 

kesatuan (principle of unity of objective) yang ingin dicapai 

organisasi. Dalam suatu organisasi dari tiap-tiap bagiannya 

                                                           
7 Badrudin, Op.Cit., h.112. 
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harus berusaha dan saling bersinergi agar tujuan organisasi 

dapat tercapai. Apabila tidak memiliki kesatuan maka organisasi 

tersebut bukan dikatakan organisasi yang baik. 

Ketiga, kesatuan yang ada pada tujuan organisasi juga 

harus terdapat dalam hal memberikan perintah (principle of unity 

of command) prinsip ini menerangkan bahwa bawahan 

hendaknya memberikan pertanggung jawaban hanya kepada 

satu atasan, akan tetapi seorang atasan dapat memerintah 

beberapa orang bawahan. 

Keempat, seorang manajer juga hendaknya memiliki 

karyawan dengan jumlah tertentu, misalnya 3 sampai 9 orang. 

Hal ini dilakukan agar dapat memimpin secara efektif, prinsip ini 

dinamakan prinsip rentang kendali (principle of the span of 

management) seorang manajer tidak bisa langsung merekrut 

pegawai sebanyak banyaknya, karena seharusnya tergantung 

dari kemampuan manajer itu sendiri. 

Kelima, ketika seorang manajer memiliki bawahan maka 

mereka juga berhak mendelegasikan wewenang (principle of 

delegation of authority) pendelegasian wewenang dari seorang 

manajer atau sekelompok orang kepada orang lain haruslah jelas 

dan efektif, agar ia mengetahui wewenang yang diberikan. 
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Keenam, wewenang yang diberikan kepada bawahan 

tersebut juga hendaknya memiliki keseimbangan dan tanggung 

jawab (principle of parity of authority) tidak bisa seorang manajer 

seenaknya dalam memberikan wewenang karena antara 

wewenang dan tanggung jawab harus seimbang. 

Ketujuh, bawahan atau karyawan hendaknya memiliki rasa 

tanggung jawab kepada seorang manajer (principle of 

responbility) pertanggung jawaban dari bawahan terhadap 

atasan harus sesuai dengan garis wewenang dan pelimpahan 

wewenang yang diberikan. 

Kedelapan, seorang manajer juga harus mampu membagi 

pekerjaan kepada bawahannya (principle of departementation / 

principle of division of work) pembagian kerja dalam hal 

pengelompokan tugas-tugas, pekerjaan-pekerjaan, atau 

kegiatan-kegiatan, yang sama kedalam satu unit kerja 

(departemen) hendaknya didasarkan atas eratnya hubungan, 

agar kinerja tim yang dijalin dapat berjalan dengan baik.  

Kesembilan, seorang manajer juga harus memperhatikan 

prinsip penempatan personalia (principle of personnel 

placement) penempatan personalia hendaknya didasarkan atas 

kecakapan, keahlian, dan keterampilannya. Semua itu dilakukan 
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agar dalam suatu organisasi dapat terjalin kesinergian yang 

harmonis antar karyawan. 

Kesepuluh, adalah prinsip jenjang berantai (principle of 

scalar chain) menurut prinsip ini, hendaknya saluran perintah 

atau wewenang dari atas ke bawah harus merupakan mata rantai 

vertical yang jelas dan tidak terputus-putus serta menempuh 

jarak terpendeknya. 

Kesebelas, dalam suatu organisasi harus memiliki prinsip 

efesiensi (principle of efficiency) dalam prinsip efesiensi suatu 

organisasi dalam mencapai tujuannya harus dapat mencapai 

hasil yang optimal dengan pengorbanan yang minimal. 

Keduabelas, suatu organisasi juga harus mengusahakan 

cara-cara untuk menjamin kelangsungan hidupnya (principle of 

conrinuity) agar organisasi tersebut dapat bertahan lama. 

Menjamin kelangsungan hidup organisasi dapat dilakukan 

dengan berbagai cara salah satunya adalah dengan membuat 

suatu inovasi yang beda dari yang lainnya. 

Ketigabelas, prinsip koordinasi (principle of coordination) 

dimaksudkan untuk mensinkonkan dan menintegrasikan segala 

tindakan supaya terarah kepada sasaran yang ingin dicapai. 

Semua elemen dalam suatu organisasi hendaknya saling 
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bersinergi dan berkoordinasi satu dengan yang lain. Hal tersebut 

dilakukan demi tercapainya tujuan organisasi. 

b. Langkah-Langkah pengorganisasian 

Wukir mengungkapkan langkah-langkah dalam 

pengorganisasian, diantaranya; (a) melakukan tinjauan ulang 

terhadap tujuan dan sasaran; (b) penentuan kegiatan; (c) membuat 

klasifikasi dan pengelompokan kegiatan; (d) penugasan kerja dan 

penempatan sumber daya; (e) evaluasi hasil.8 

Langkah pertama dalam pengorganisasian dalah melakukan 

tinjuan ulang terhadap tujuan dan sasaran. Langkah ini dilakukan 

untuk menentukan jenis kegiatan yang harus dilakukan guna 

mencapai tujuan orgnaisasi. Setelah menetapkan tujuan, 

selanjutnya adalah menentukan kegiatan yang dilakukan. Langkah 

ini melibatkan persiapan dan analisa kegiatan yang dibutuhkan 

untuk mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya kegiatan tersebut di 

klasifikasikan dan dikelompokkan menjadi unit kerja yang lebih 

kecil. Hal ini akan membantu pelaksanaan organisasi dan 

pengawasan. 

                                                           
8 Wukir, Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi Sekolah (Yogyakarta: Multi 

Presindo, 2013), h.32. 
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Setelah itu diberikan penugasan kerja dan penempatan 

sumber daya. Hal ini melibatkan penugasan personil yang tepat 

untuk jenis pekerjaan yang tepat (the right man in the right place), 

dan langkah terakhir adalah umpan balik dari hasil yang dicapai 

agar dapat menentukan apakah strategi suatu organisasi dapat 

terlaksana dengan baik dan apakah perlu adanya suatu perubahan. 

c. Reorganisasi dan Restrukturisasi 

Pengorganisasian dilaksanakan karena beberapa 

pertimbangan, salah satunya adalah reorganisasi dan 

restrukturisasi organisasi. Menurut Badrudin reorganisasi adalah 

penyusunan kembali organisasi. Baik AD/ART maupun strukturnya 

supaya organisasi itu lebih efektif dalam mencapai tujuan.9 

Sedangkan restrukturisasi adalah perubahan struktur suatu 

organisasi baik vertical maupun horizontal agar lebih efektif 

membantu tercapainya tujuan.10 

Reorganisasi dapat terjadi karena adanya tuntutan yaitu 

eksternal dan internal. Tuntutan yang berasal dari luar organisasi 

dinamakan tuntutan eksternal, misalnya karena peraturan-

peraturan pemerintah, merger, hingga perlu dilakukan reorganisasi. 

                                                           
9 Baddrudin,Op.Cit.,h.133. 

10 Ibid., h.134. 
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Sedangkan tuntutan internal disebabkan karena semakin maju atau 

mundur, dan memerlukan reorganisasi agar sesuai kembali dengan 

kebutuhan yang diperlukan. 

Restrukturisasi dilakukan karena struktur organisasi yang 

sudah tidak efektif lagi akibat adanya kemajuan ataupun 

kemunduran organisasi. Sehingga harus diadakan penataan ulang. 

Restrukturisasi dibagi menjadi dua yaitu vertikal dan horizontal 

dilakukan dengan cara menambah jumlah bagian/departemen. 

Karena restrukturisasi ini struktur organisasi semakin banyak dan 

melebar atau sebaliknya. 

2. Tenaga Pendidik 

Menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional pada pasal 1 ayat 5 dan 6, Pendidik adalah tenaga profesional 

yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, 

menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, 

serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, 

terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.11 

Tenaga pendidik atau yang sering disebut dengan guru adalah 

salah satu komponen manusiawi dalam proses belajar-mengajar, yang 

                                                           
11 Musriadi, Profesi Kependidikan (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 17. 
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ikut berperan dalam usaha pembentukan sumber daya manusia yang 

potensial dalam bidang pembangunan. 

Definisi pendidik secara sederhana adalah orang yang 

memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik. menurut Ahmad 

Tafsir pendidik dalam pandangan Islam adalah orang yang 

mengupayakan perkembangan seluruh potensi anak didik, baik 

psikomotor, kognitif, maupun potensi efektif. Sementara menurut Nur 

Uhbiyati, ia mengatakan bahwa: 

Pendidik adalah orang dewasa yang bertanggungjawab member 
bimbingan atau bantuan kepada anak didik dalam perkembangan 
jasmani dan rohaninya, agar mencapai kedewasaannya, maupun 
melaksanakan tugasnya sebagai makhluk Allah khalifah di muka 
bumi, sebagai makhluk sosial, dan sebagai individu yang 
sanggup berdiri sendiri.12 

  

Muhibbin Syah berpendapat bahwa Pendidik adalah tenaga 

pendidik yang tugas utamanya adalah mengajar dalam arti 

mengembangkan ranah cipta (berpikir), rasa (berperasaan), dan karsa 

(membaca) siswa sebagai implementasi konsep ideal mendidik.13 

Sedangkan menurut Zakiyah Daradzat berpendapat bahwa pendidik 

adalah individu yang akan memenuhi kebutuhan pengetahuan, sikap 

dan tingkah laku peserta didik.14 

                                                           
12 Ahmad Izzan dan Saehudin, Tafsir Pendidikan (Bandung: Humaniora, 2015), h. 117. 
13 Ibid., h.117. 
14 Ibid., h.117. 
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Berdasarkan beberapa definisi yang telah dijelaskan di atas 

dapat disimpulkan bahwa, Tenaga Pendidik adalah orang yang 

mengajar dan bertanggung jawab terhadap perkembangan potensi 

anak didik baik dalam aspek kognitif maupun afektif. 

Berdasarkan kedua defisini yang telah dijelaskan di atas dapat 

disimpulkan bahwa, pengorganisasian tenaga pendidik adalah aktifitas 

mengelompokkan kegiatan guru, serta menyusun tugas-tugas guru 

yang mempunyai tanggung jawab dalam rangka mencapai tujuan 

organisasi. 

B. Regrouping 

1. Pengertian Regrouping Sekolah 

Menteri Pendidikan Nasional Mengeluarkan Surat Keputusan 

Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, dalam pasal 

23 ayat (1) dinyatakan bahwa pengintegrasian sekolah merupakan 

peleburan atau penggabungan dua atau lebih sekolah sejenis menjadi 

satu sekolah. Sejalan dengan peraturan tersebut yaitu, Peraturan 

Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 105 Tahun 

2012 Tentang Prosedur Pendirian Penggabungan dan Penutupan 

Lembaga Pendidikan Pasal 20 dinyatakan bahwa penggabungan 

lembaga pendidikan merupakan peleburan atau penggabungan dua 
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atau lebih lembaga pendidikan yang sejenis  menjadi satu lembaga 

pendidikan. 

Kata regrouping merupakan kata lain dari 

merger/penggabungan. Kata merger lebih dikenal di dalam dunia 

bisnis. Merger sangat lekat dengan badan usaha terutama badan 

usaha profit dan saham. Menurut Judisseno merger adalah penyatuan 

dua perusahaan di mana dalam prosess penyatuannya terjadi 

pengambil-alihan perusahaan dan pembubaran perusahaan yang 

diambil alih.15 

Kemudian menurut Gaughan, ”A merger is a combination of two 

corporations in which only one corporation in which only one 

corporation survives and the merged  corporation goes out of 

existence”.16 Artinya suatu penggabungan adalah kombinasi dari dua 

perusahaan di mana hanya satu perusahaan perusahaan yang 

bertahan dan perusahaan yang digabung lainnya keluar dari 

keberadaan. 

Istilah penggabungan dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 

40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada pasal 1, butir 9 

dijelaskan bahwa penggabungan diartikan sebagai berikut: 

                                                           
15 Rimsky Judisseno, Pajak & Strategi Bisnis (Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, 2005), h.184. 

16 Patrick Gaughan, Mergers, Acquisitions, and Corporate Restructurings (Canada: John Wiley 
& Sons, 2007), h.12. 
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Penggabungan adalah perbuatan hokum yang dilakukan oleh 
satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan 
Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan 
pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena 
hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan 
selanjutnya status badan hukum Perseroan yang 
menggabungkan diri berakhir karena hukum.  
 

Merger/penggabungan badan usaha dapat diterapkan di dalam 

dunia pendidikan. Merger/penggabungan dalam dunia pendidikan lebih 

berkaitan dengan perampingan jumlah sekolah. Jumlah sekolah yang 

cukup banyak dengan jumlah siswa yang kurang memadai 

berdasarkan standar nasional mengakibatkan pemborosan 

pembiayaan pendidikan. Untuk itu, pemerintah mengupayakan 

alternative perampingan sekolah dengan regrouping. 

Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa 

penggabungan sekolah adalah proses menyatukan dua atau lebih 

sekolah guna mencapai pengelolaan yang lebih efektif dan efisien 

untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan. Sama halnya 

seperti penggabungan badan usaha, di dalam penggabungan sekolah 

terdapat peleburan asset yang diharapkan asset tersebut mampu 

memenuhi standar pelayanan minimal bagi sekolah yang 

bersangkutan. 
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2. Tujuan Regrouping Sekolah 

Sesuai dengan peraturan dari penggabungan sekolah, yaitu 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program 

Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004 diterangkan 

bahwa salah satu kegiatan pokok dalam mengupayakan pemerataan 

pendidikan dasar adalah melaksanakan revitalisasi serta 

penggabungan (regrouping) sekolah-sekolah terutama SD, agar 

tercapai efesiensi dan efektivitas sekolah yang didukung dengan 

fasilitas yang memadai. 

Secara lebih spesifik, Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta melalui 

Peraturan Gubenur Nomor 105 Tahun 2012 Tentang Prosedur 

Pendirian, Penggabungan, dan Penutupan Lembaga Pendidikan pada 

Pasal 21 disebutkan bahwa penggabungan lembaga pendidikan 

dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan efesiensi dan efektifitas 

penyelenggaraan pendidikan. 

Pada dasar hukum yang digunakan, tujuan regrouping sekolah 

telah tertera dengan sangat jelas. Landasan hukum sebagai dasar 

pijakan pelaksanaan regrouping harus dilaksanakan, terutama upaya 

pencapaian tujuannya. Tujuan regrouping tersebut dapat dilihat 

keberhasilannya dengan bercermin pada tujuan yang tertera dalam 

landasan hukum. Kriteria keberhasilan tentang regrouping yang 

berdasar pada landasan hukum yaitu: (1) Pemenuhan jumlah tenaga 
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pendidik/guru; (2) Peningkatan mutu pendidikan; (3) Peningkatan 

efesiensi biaya pendidikan; (4) efektivitas penyelenggaraan 

pendidikan. 

3. Dasar Hukum Regrouping Sekolah 

Pada dasarnya regrouping atau penggabungan sekolah 

dilakukan demi tercapainya efisiensi dan efektivitas pengelolaan 

sekolah. Untuk itu pemerintah mengeluarkan beberapa dasar hukum 

mengenai hal ini. 

Dasar Hukum yang pertama sudah ada sejak tahun 1998 

dibuktikan dengan adanya Surat yang dikeluarkan oleh Mendagri yaitu 

Surat Nomor 421.2/2501/Bankda/1998 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Penggabungan (Regrouping) Sekolah Dasar. Akan tetapi kebijakan 

regrouping ini hanya dilakukan di daerah daerah terpencil. Kemudian 

muncullah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program 

Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004 dinyatakan 

bahwa salah satu kegiatan pokok dalam mengupayakan pemerataan 

pendidikan dasar dalam melaksanakan revitalisasi serta 

penggabungan (regrouping) sekolah-sekolah terutama SD, agar 

tercapai efesiensi dan efektivitas sekolah yang didukung dengan 

fasilitas yang memadai. 

Selanjutnya Menteri Pendidikan Nasional mengeluarkan Surat 

Keputusan Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, 



24 
 

 
 

dalam pasal 23 ayat (1) dinyatakan bahwa pengintegrasian sekolah 

merupakan peleburan atau penggabungan dua atau lebih sekolah 

sejenis menjadi satu sekolah.  

Lalu muncullah Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu 

Kota Jakarta Nomor 105 Tahun 2012 tentang Prosedur Pendirian 

Penggabungan, Dan Penutupan Lembaga Pendidikan. Pada Pasal 20 

ayat (1) dinyatakan bahwa penggabungan lembaga pendidikan 

merupakan peleburan atau penggabungan dua atau lebih lembaga 

pendidikan yang sejenis menjadi satu lembaga pendidikan. 

Pada akhirnya Gubernur Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan 

Surat Keputusan Nomor 1921 Tahun 2014 tentang Penggabungan 

Sekolah Dasar Negeri yang menyatakan bahwa dalam rangka 

efektivitas, efisiensi, dan optimalisasi penyelenggaraan pendidikan 

serta demi peningkatan mutu pendidikan di Sekolah Dasar Negeri, 

perlu dilakukan upaya penataan. Penataan tersebut dilakukan dengan 

menggabungkan Sekolah Dasar Negeri yang nama sekolahnya 

tercantum dalam lampiran. 

C. Penempatan Tenaga Pendidik 

1. Pengertian Penempatan 

Ridhotullah Menurut Hariandja, penempatan adalah proses 

penugasan atau pengisian jabatan atau penugasan kembali pegawai 
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pada tugas atau jabatan baru atau jabatan yang berbeda.17 

Penugasan ini dapat berupa penugasan pertama untuk pegawai baru 

direkrut, tetapi dapat juga melalui promosi, pengalihan, dan penurunan 

jabatan atau bahkan pemutusan hubungan kerja. 

Menurut Badriyah, yang dikutip oleh Endang Haryati dan Siti 

Hajar, Penempatan adalah menempatkan posisi seseorang dalam 

posisi pekerjaan yang tepat, seberapa baik seorang karyawan dalam 

melaksanakan pekerjaannya akan mempengaruhi jumlah dan kualitas 

pekerjaan.18 

Menurut Veitzal Rivai, seperti yang dikutip oleh Basalamah, 

Penempatan adalah penugasan kembali seorang karyawan kepada 

pekerjaan barunya.19 Keputusan penempatan lebih banyak dibuat oleh 

manajer lini, biasanya supervisor seorang pegawai dengan 

berkonsultasi menentukan penempatan karyawan dimasa datang. 

Menurut Mathis & Jackson, seperti yang dikutip oleh Fany, 

penempatan adalah menempatkan posisi seseeorang ke posisi 

                                                           
17  Hariandja, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: PT. Grafindo, 2002), cet. ke-3, 

hal.45 
18   Endang Haryati dan Siti Hajar, pengaruh Penempatan Karyawan terhadap Produktivitas 

kerja pada PT. Pelabuhan Indonesia I (PERSERO), (Medan: Politeknik LP3I, 2016), h. 8 
19 Veitzal Rivai, 2009, Definisi Penempatan dan Implementasi Terhadap Organisasi, 

http://www.academia.edu/20328839/Definisi_Penempatan_dan_Implementasinya_Terhad
ap_Organisasi, (Diakses pada tanggal 10 des 2017, pukul 03.00 WIB)   

http://www.academia.edu/20328839/Definisi_Penempatan_dan_Implementasinya_Terhadap_Organisasi
http://www.academia.edu/20328839/Definisi_Penempatan_dan_Implementasinya_Terhadap_Organisasi
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pekerjaan yang tepat, seberapa baik seorang karyawan cocok dengan 

pekerjaanya akan mempengaruhi jumlah dan kualitas pekerjaan.20 

Proses penempatan sumber daya manusia tidak hanya bagi 

pegawai baru yang diseleksi tetapi juga berlaku bagi pegawai lama 

yang dimutasikan dan dipromosikan dari jabatannya yang lama. 

Perbedaan kedua penempatan sumberdaya manusia itu adalah: (1) 

Penempatan sumber daya manusia baru adalah setelah mereka lulus 

dari seleksi penerimaan pegawai dan diangkat pada jabatan dan 

pangkat baru untuk memulai pekerjaan yang dipercayakan 

kepadanya, dan (2) Penempatan sumber daya manusia lama berarti 

dipindahkan tugas pekerjaannya pada jabatan baru dan lokasi 

kantornya juga bisa jadi kantor yang baru.  

Menurut Sastrohadiwiryo yang dikutip oleh Bahrian. Penempatan 

pegawai adalah untuk menempatkan pegawai sebagai unsur 

pelakasana pekerjaan pada posisi yang sesuai dengan kemampuan, 

kecakapan dan keahliannya.21 Menurut Helena, seperti yang dikutip 

oleh Meigantari dan Netra, menyatakan bahwa penempatan adalah 

menempatkan posisi seseorang ke posisi pekerjaan yang tepat, 

                                                           
20  Fany Widyastuti, Pengaruh Penempatan Karyawan terhadap Kinerja Karyawan di PDAM 

Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor, (Bandung: Universitas Islam Bandung, 2015), h. 120 
21 Bahrian, Studi Tentang Prinsip-Prinsip Penempatan Pegawai pada kantor Kelurahan Air 

Putih Samarinda ULU, (Samarinda: Universitas Mulawarman, 2014), h. 1778 
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seberapa baik seorang pegawai cocok dengan pekerjaanya akan 

mempengaruhi jumlah dan kualitas pekerjaan.22 

Berdasarkan definisi yang yang dikemukakan oleh para ahli 

tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penempatan adalah 

kebijaksanaan sumber daya manusia untuk menentukan 

posisisi/jabatan seseorang dan menghasilkan kinerja pegawai yang 

baik, berdaya guna, dan berhasil guna. 

Hakikat dan sasaran penempatan adalah untuk mengisi 

lowongan pekerjaan yang terjadi pada unit-unit organisasi, agar 

pegawai-pegawai tidak merasa terombang-ambing menunggu 

penempatan yang diinginkan, menempatkan pagawai yang sesuai 

pada jabatan pekerjaan yang tepat (the right man on the right job), dan 

agar perusahaan/ organisasi bertindak efektif memanfaatkan tenaga 

sumber daya manusia secara berdaya guna dan berhasil guna 

Secara umum, ada tiga tantangan dalam proses seleksi 

penempatan SDM, yaitu:  

(1) Tantangan suplai, makin besar jumlah pelamar yang 

memenuhi syarat (qualified) maka semakin mudah bagi departemen 

personalia untuk memperoleh pegawai baru yang berkualitas. Namun 

                                                           
22 Ni Luh Gede Yuanda Meigantari dan I Gusti Salit Ketut Netra, pengaruh Penempatan, 

Keadilan Organisasional, kepuasan Kerja terhadap Kinerja Pegawai RSUD Wangaya Kota 
Denpasar, (Denpasar: Universitas Udayana, 2016), h. 3991 
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pada kenyataannya sulit untuk menemui banyak pelamar yang 

memenuhi persyaratan yang diinginkan oleh lowongan jabatan. Oleh 

karena itu departemen personalia harus mempertimbangkan secara 

matang;  

(2) Tantangan ethis, bahwa dalam seleksi pegawai banyak 

dilakukan sistem keluarga/ famili, pemberian komisi atau lebih ekstrem 

adanya suap menyuap. Ini semua merupakan tantangan bagi 

pengelola organisasi. Bila standar-standar ini dilanggar, kemungkinan 

pegawai baru dipilih secara tepat dan; 

(3) Tantangan organisasional. Organisasi menghadapi 

keterbatasan-keterbatasan seperti: anggaran, strategi, kebijaksanaan, 

budaya atau sumber daya lainnya yang mungkin akan membatasi 

proses seleksi. 

2. Prinsip-prinsip Penempatan 

Prinsip merupakan petunjuk arah layaknya kompas. Sebagai 

petunjuk arah, kita bisa berpegangan pada prinsip - prinsip yang telah 

disusun dalam menjalani hidup tanpa harus kebingunan arah karena 

prinsip bisa memberikan arah dan tujuan yang jelas pada setiap 

kehidupan kita. Seorang leader atau pemimpin yang baik adalah 

seorang pemimpin yang berprinsip. Karena seorang pemimpin yang 

berprinsip pasti akan terarah dalam menjalankan tugasnya sebagai 

pemimpin. 
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Menurut Suwatno yang dikutip oleh Bahrian, prinsip-prinsip yang 

harus diperhatikan dalam penempatan pegawai sebagai berikut:  

(a) Prinsip kemanusiaan; (b) Prinsip demokrasi; (c) Prinsip the 
right man on the right place; (d) Prinsip equal pay for equal 
work; (e) Prinsip kesatuan arah; (f) Prinsip kesatuan tujuan; 
(g) Prinsip kesatuan komando; (h) Prinsip efisiensi dan 
produktifitas kerja.23 

 

Pertama, prinsip kemanusiaan yaitu Prinsip yang 

menganggap manusia sebagai unsur pekerja yang mempunyai 

persamaan harga diri, kemauan, keinginan, cita-cita dan 

kemampuan harus dihargai posisinya sebagai manusia yang 

layak tidak dianggap mesin. 

Kedua, prinsip demokrasi yaitu prinsip ini menunjukan 

adanya saling menghormati, saling menghargai, dan saling 

mengisi dalam melaksanakan kegiatan. 

Ketiga, prinsip right man on the right place. Prinsip ini 

penting dilaksanakan dalam arti bahwa penempatan setiap orang 

dalam setiap organisasi yang berarti bahwa penempatan setiap 

orang dalam organisasi perlu didasarkan pada kemampuan, 

keahlian, pengalaman, serta pendidikan yang dimiliki oleh orang 

yang bersangkutan. 

                                                           
23 Bahrian, Op.Cit.,h.1779 
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Keempat, prinsip equal pay for equal work yaitu 

Pemberian balas jasa terhadap pegawai baru didasarkan atas 

hasil prestasi kerja yang didapat oleh pegawai yang 

bersangkutan. 

Kelima, Prinsip kesatuan arah. Prinsip ini diterapkan 

dalam perusahaan terhadap setiap pegawai yang bekerja agar 

dapat melaksanakan tugas-tugas, dibutuhkan kesatuan arah, 

kesatuan pelaksaan tugas, sejalan dengan program dan rencana 

yang digariskan. 

Keenam, Prinsip kesatuan tujuan. Prinsip ini erat 

hubungannya dengan kesatuan arah, artinya arah yang 

dilaksanakan pegawai harus difokuskan pada tujuan yang 

dicapai. 

Ketujuh, Prinsip kesatuan komando yaitu pegawai yang 

bekerja selalu dipengruhi adanya komando yang diberikan 

sehingga setiap Pegawai hanya mempunyai satu orang atasan. 

Kedelapan, Prinsip efisiensi dan produktifitas kerja. Prinsip 

ini merupakan kunci kearah tujuan perusahaan atau organisasi 

karena efisiensi dan produktifitas kerja harus dicapai dalam 

rangka mencapai tujuan perusahaan. 
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3. Tenaga Pendidik 

Menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional pada pasal 1 ayat 5 dan 6, Pendidik adalah tenaga 

profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses 

pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan 

dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.24 

Tenaga pendidik atau yang sering disebut dengan guru adalah 

salah satu komponen manusiawi dalam proses belajar-mengajar, yang 

ikut berperan dalam usaha pembentukan sumber daya manusia yang 

potensial dalam bidang pembangunan. 

Definisi pendidik secara sederhana adalah orang yang 

memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik. menurut Ahmad 

Tafsir pendidik dalam pandangan Islam adalah orang yang 

mengupayakan perkembangan seluruh potensi anak didik, baik 

psikomotor, kognitif, maupun potensi efektif. Sementara menurut Nur 

Uhbiyati, ia mengatakan bahwa: 

Pendidik adalah orang dewasa yang bertanggungjawab member 
bimbingan atau bantuan kepada anak didik dalam perkembangan 
jasmani dan rohaninya, agar mencapai kedewasaannya, maupun 
melaksanakan tugasnya sebagai makhluk Allah khalifah di muka 

                                                           
24 Musriadi, Profesi Kependidikan (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 17. 
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bumi, sebagai makhluk sosial, dan sebagai individu yang 
sanggup berdiri sendiri.25 

  

Muhibbin Syah berpendapat bahwa Pendidik adalah tenaga 

pendidik yang tugas utamanya adalah mengajar dalam arti 

mengembangkan ranah cipta (berpikir), rasa (berperasaan), dan karsa 

(membaca) siswa sebagai implementasi konsep ideal mendidik.26 

Sedangkan menurut Zakiyah Daradzat berpendapat bahwa pendidik 

adalah individu yang akan memenuhi kebutuhan pengetahuan, sikap 

dan tingkah laku peserta didik.27 

Berdasarkan beberapa definisi yang telah dijelaskan di atas 

dapat disimpulkan bahwa, Tenaga Pendidik adalah orang yang 

mengajar dan bertanggung jawab terhadap perkembangan potensi 

anak didik baik dalam aspek kognitif maupun afektif. 

Berdasarkan kedua defisini yang telah dijelaskan di atas dapat 

disimpulkan bahwa, penempatan tenaga pendidik adalah menentukan 

posisi/jabatan guru sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. 

 

 

                                                           
25 Ahmad Izzan dan Saehudin, Tafsir Pendidikan (Bandung: Humaniora, 2015), h. 117. 
26 Ibid., h.117. 
27 Ibid., h.117. 
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D. Pembinaan Tenaga Pendidik 

1. Pengertian Pembinaan 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembinaan adalah 

proses, cara, perbuatan membina (negara dan sebagainya), 

pembaharuan, penyempurnaan, usaha, tindakan dan kegiatan yang 

dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih 

baik. Kemudian menurut Harsono yang dikutip oleh Septa Juliana, 

pembinaan adalah suatu usaha yang dilakukan secara sadar, 

berencana, teratur dan terarah untuk meningkatkan pengetahuan, 

sikap dan keterampilan subjek didik dengan tindakan-tindakan 

pengarahan, pengembangan, stimulasi dan pengawasan untuk 

mencapai tujuan yang diharapkan.28 Menurut Thoha yang dikutip oleh 

Septiyuslianisa, pembinaan adalah suatu proses, hasil atau 

pertanyaan menjadi lebih baik, dalam hal ini mewujudkan adanya 

perubahan, kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evaluasi atau 

berbagai kemungkinan atas sesuatu.29 Selanjutnya menurut 

Champates yang dikutip oleh Fendy Levy Kambey, Pembinaan adalah 

hal penting untuk meningkatkan kinerja. Lewat pembinaan akan terjalin 

                                                           
28  Septa Juliana, Pelaksanaan Pembinaan Kemandirian Narapidana Di Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas II A Bengkalis Kabupaten Bengkalis, (Riau: Universitas Islam Riau, 
2015), h. 32 

29 Septiyuslianisa, Pembinaan Pegawai Dalam Pelaksanaan Tugas Di Biro Umum Kantor 
Gubernur Provinsi Sumatera Barat, (Padang: Universitas Negeri Padang, 2014), h. 1778 
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komunikasi dua arah antara manajer dengan karyawan sehingga 

manajer dapat mengidentifikasi apa yang harus ditingkatkan dan 

bagaimana cara meningkatkan.30 

Dari beberapa definisi yang dikemukakan diatas dapat 

disimpulkan bahwa pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan 

yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang 

lebih baik. Pada umumnya pembinaan disebut sebagai usaha untuk 

memberi pengarahan dan bimbingan guna mencapai suatu tujuan 

tertentu. Jadi dengan demikian pembinaan yang diberikan ini dapat 

menjangkau seluruh orang yang dibina dan dari itu pembinaan ini tidak 

terlepas dari siapa yang membina serta apa yang dibina. 

 

2. Tujuan Pembinaan 

Tujuan pembinaan guru adalah untuk meningkatkan kemampuan 

profesional guru dalam meningkatkan proses dan hasil belajar melalui 

pemberian bantuan yang terutama bercorak layanan profesional 

kepada guru. Jika dalam proses belajar meningkat maka hasil belajar 

diharapkan juga meningkat. Dengan demikian, rangkaian usaha 

                                                           
30 Fendy Levy Kambey, Pengaruh Pembinaan, Elatihan Dan Pengembangan, Pemberdayaan 

Dan Artisipasi Terhadap Kinerja Karyawan di PT. Njonja Meneer Semarang, (Semarang: 
Universitas Diponogoro, 2013), h. 143 
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pembinaan profesional guru akan memperlancar pencapaian tujuan 

kegiatan belajar mengajar.  

Menurut Hamzah B Uno bahwa pembinaan guru atau supervisi 

bertujuan untuk memberikan bantuan dalam mengembangkan situasi 

belajar mengajar yang lebih baik melalui usaha peningkatan 

profesional mengajar, menilai kemampuan guru sebagai pendidik dan 

pengajar dalam bidang masing-masing guna membantu mereka 

melakukan perbaikan dan bila mana diperlukan dengan menunjukkan 

nkekurangan-kekurangan untuk diperbaiki sendiri.31 

3. Teknik Pembinaan 

Menurut Hamzah B Uno Ada beberapa teknik pembinaan guru, 

diantaranya yaitu: (a) melakukan tinjauan ulang terhadap tujuan dan 

sasaran; (b) penentuan kegiatan; (c) membuat klasifikasi dan 

pengelompokan kegiatan; (d) penugasankerja dan penempatan 

sumber daya; (e) evaluasi hasil.32 

Pertama, Kunjungan kelas adalah pembinaan yang dilakukan 

oleh kepala sekolah pada saat guru sedang mengajar di kelas. Yang 

dilakukan kepala sekolah dalam kunjungan kelas adalah 

Memfokuskan perhatian pada semua elemen dan situasi belajar 

                                                           
31   Hamzah B. Uno, Model Pembelajaran (Menciptakan Proses Belajar Mengajar yang Kreatif 

dan Efektif), Bumi Aksara, 2014, Hlm. 171 
32 Ibid., h.177. 
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mengajar, Bertumpu pada upaya memajukan proses belajar mengajar, 

Menolong guru-guru agar dapat mengevaluasi diri sendiri. 

Kunjungan kelas dapat dilaksanakan dengan pemberitahuan 

terlebih dahulu atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Kunjungan 

kelas yang diberitahukan terlebih dahulu bisa berupa yang 

dilaksanakan atas inisiatif pembina sendiri dan yang dilaksanakan atas 

undangan guru. Beberapa kriteria kunjungan kelas yang baik adalah 

memiliki tujuan yang jelas, tidak mengganggu proses belajar mengajar, 

terjadi interaksi antara pihak yang membina dan pihak yang dibina. 

Kedua, Pertemuan pribadi adalah percakapan, dialog atau tukar 

pikiran antara kepala sekolah dengan guru mengenai usaha 

eningkatan kemampuan profesional. Pertemuan pribadi dapat 

dilakukan secara formal dan informal. 

Ketiga, Rapat dewan guru sering dikenal dengan istilah rapat 

guru, rapat staf atau rapat sekolah. Rapat dewan guru adalah 

pertemuan ntara semua guru dengan kepala sekolah yang dipimpin 

oleh kepala sekolah atau seseorang yang ditunjuk olehnya. 

Keempat, Kunjungan antar sekolah adalah suatu kunjungan yang 

dilakukan oleh guru-guru bersama dengan kepala sekolah ke sekolah-

sekolah lainnya. Manfaat yang didapatkan dari kunjungan antar 

sekolah ialah keberhasilan yang telah dicapai oleh sekolah lain dengan 

serta merta dapat diikuti. 
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Kelima, Pertemuan dalam kelompok kerja adalah suatu 

pertemuan yang dihadiri oleh guru dan kepala sekolah. Tujuannya 

yaitu menyatukan pandangan dan pengertian terhadap suatu masalah 

yang dihadapi terutama menyangkut kegiatan belajar mengajar lalu 

bersama-sama mencari pemecahannya. 

4. Tenaga Pendidik 

Menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional pada pasal 1 ayat 5 dan 6, Pendidik adalah tenaga 

profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses 

pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan 

dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.33 

Tenaga pendidik atau yang sering disebut dengan guru adalah 

salah satu komponen manusiawi dalam proses belajar-mengajar, yang 

ikut berperan dalam usaha pembentukan sumber daya manusia yang 

potensial dalam bidang pembangunan. 

Definisi pendidik secara sederhana adalah orang yang 

memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik. menurut Ahmad 

Tafsir pendidik dalam pandangan Islam adalah orang yang 

mengupayakan perkembangan seluruh potensi anak didik, baik 

                                                           
33 Musriadi, Profesi Kependidikan (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 17. 
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psikomotor, kognitif, maupun potensi efektif. Sementara menurut Nur 

Uhbiyati, ia mengatakan bahwa: 

Pendidik adalah orang dewasa yang bertanggungjawab member 
bimbingan atau bantuan kepada anak didik dalam perkembangan 
jasmani dan rohaninya, agar mencapai kedewasaannya, maupun 
melaksanakan tugasnya sebagai makhluk Allah khalifah di muka 
bumi, sebagai makhluk sosial, dan sebagai individu yang 
sanggup berdiri sendiri.34 

  

Muhibbin Syah berpendapat bahwa Pendidik adalah tenaga 

pendidik yang tugas utamanya adalah mengajar dalam arti 

mengembangkan ranah cipta (berpikir), rasa (berperasaan), dan karsa 

(membaca) siswa sebagai implementasi konsep ideal mendidik.35 

Sedangkan menurut Zakiyah Daradzat berpendapat bahwa pendidik 

adalah individu yang akan memenuhi kebutuhan pengetahuan, sikap 

dan tingkah laku peserta didik.36 

Berdasarkan beberapa definisi yang telah dijelaskan di atas 

dapat disimpulkan bahwa, Tenaga Pendidik adalah orang yang 

mengajar dan bertanggung jawab terhadap perkembangan potensi 

anak didik baik dalam aspek kognitif maupun afektif. 

                                                           
34 Ahmad Izzan dan Saehudin, Tafsir Pendidikan (Bandung: Humaniora, 2015), h. 117. 
35 Ibid., h.117. 
36 Ibid., h.117. 
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Berdasarkan kedua defisini yang telah dijelaskan di atas dapat 

disimpulkan bahwa, pembinaan tenaga pendidik adalah usaha 

mendayagunakan, memajukan, dan meningkatkan produktivitas kerja 

setiap tenaga pendidik guna mencapai tujuan tertentu. 

E. Hasil Penelitian yang Relevan 

Hasil penelitian sebelumnya yang sesuai dengan penelitian ini 

adalah penelitian yang dilakukan oleh Setyo Teguh Widodo yang 

dilakukan pada tahun 2014 dengan judul penelitian “Manajemen Sumber 

Daya Manusia dalam Peningkatan Mutu Sekolah (Studi Kasus Pada 

Sekolah Regrouping di SDN Petompon 02).”37 Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif dengan metode rancangan studi kasus. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui: (1) Perencanaan SDM disusun secara 

sistematik berdasarkan kemandirian sekolah, (2) Pengorganisasian 

dilakukan dengan pembagian sistem kerja, program kerja dan 

pengembangan SDM, (3) Pelatihan dan pengembangan karier 

memberikan dampak positif, baik untuk sekolah maupun personel sekolah, 

(4) Kompensasi dilakukan dengan memperhatikan pola kompensasi 

langsung dan kompensasi tidak langsung, (5) Penilaian kinerja dilakukan 

                                                           
37 Setyo Teguh Widodo. “Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Peningkatan Mutu 

Sekolah (Studi Kasus Pada Sekolah Regrouping di SDN Petompon 02)”, jurnal Manajemen 
Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan, UNS, 2014 
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dengan menggunakan dua aspek, yakni penilaian kinerja guru dan 

penilaian kinerja sekolah. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen sumber daya 

manusia dapat meningkatkan mutu sekolah di SDN Petompon 02 dilihat 

dari perspektif kepuasan pelanggan internal dan kepuasan pelanggan 

eksternal dan dikategorikan baik. Saran terkait dengan hasil penelitian ini 

ialah kepala sekolah hendaknya menggunakan supervisi akademik 

sehingga dapat melakukan pengawasan kebijakan regrouping dalam 

aspek penilaian kinerja guru. 

Penelitian selanjutnya yang relevan dengan penelitian ini adalah 

penelitian yang dilakukan oleh Dellaroza Geulis Sepliria yang dilakukan 

pada tahun 2016 dengan judul penelitian “Manajemen Sumber Daya 

Manusia Pasca Regrouping di SDN  Rawamangun 01 Pagi.”38 Penelitian 

ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui informasi dan mendeskripsikan 

manajemen sumber daya manusia pasca regrouping.  

Hasil penelitian ini adalah pengorganisasian sumber daya manusia 

pasca regrouping dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu kepala 

sekolah menganalisis kompetensi yang dimiliki guru, membuat rancangan 

                                                           
38 Dellaroza Geulis Sepliria, “Manajemen Sumber Daya Manusia Pasca Regrouping di SDN 

Rawamangun 01 Pagi”, Skripsi Manajemen Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan, UNJ, 
2016. 
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pembagian tugas tambahan dan penempatan guru, mengelompokan 

sesuai jumlah kelas di musyawarahkan kepada guru dan karyawan. 

Terakhir dibuatkan Surat Tugas. Dalam pengarahan sumber daya 

manusia pasca regrouping, kepala sekolah melalukan beberapa strategi 

untuk menyatukan para guru. Langkah pertama kepala sekolah 

menggabungkan ruang guru menjadi satu setelah sebelumnya terpisah 

pisah, dan menghapus ruang berkumpul sementara untuk guru di setiap 

lantai Kemudian kepala sekolah melaksanakan pengarahan sebelum 

aktivitas sekolah setiap pagi, mengadakan rapat bulanan, mengarahkan 

untuk mengikuti senam pagi, mengikutsertakan guru dalam kepanitian dan 

mengikutsertakan guru dalam pelatihan. Dalam Penilaian Kinerja Guru 

(PKG) pasca regrouping, tahapannya adalah pertama kepala sekolah 

mengagendakan pelaksanaan PKG, memeriksa kelengkapan administrasi 

guru, melakukan supervisi ke kelas, memberikan penilaian, melaporkan 

hasil penilaian kinerja guru. 

Hasil penelitian selanjutnya yang relevan dengan penelitian ini 

adalah penelitian yang dilakukan oleh Mabokela dan Na Wei (2007) dalam 

jurnal internasional yang berjudul “Lingering effects of the past on a  

University merger process in post-apartheid South Africa”. Penelitian ini 

menggunakan metode studi kasus.39 Hasil dari penelitian ini diketahui 

                                                           
39  Mabokela dan Na Wei. 2007. “Lingering effect of the past on a University merger process in 

pos-apartheid South Africa”. Internasional Education Journal. Volume 8 No. 1.160-171. 
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bahwa regrouping pada tingkat universitas memiliki dampak terhadap 

siswa, staff, struktur administrasi, program akademik dan budaya 

lembaga. Secara khusus, dalam penelitian ini memperlihatkan proses 

penggabungan antara dua birokrasi lembaga dengan waisan yang 

berbeda, sejarah kongruen dari kedua lembaga, dan tentu saja berbagai 

macam tantangan dan peluang yang dihadapi lembaga dan bagaimana 

rektor universitas yang sebelumnya dua menjadi satu untuk mampu 

memajukan mutu universitas pasca regrouping di masa depan.  


